
 

 

 

 

 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 

NOMOR :  13  TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN  

ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MALUKU DAN IZIN OPERASI 
TAXI 

DAN ANGKUTAN SEWA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR MALUKU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, maka Pemerintah 

Daerah harus mampu menggali sumber 

keuangannya sendiri sehingga dapat 

meneyediakan sumber-sumber pembiayaan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan; 

  b. bahwa untuk menjamin ketepatan, 

ketertiban dan kepastian terhadap kebijakan 

Daerah untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat melalui pemberian 

perizinan dibidang perhubungan akan dapat 

memberikan kontribusi kepada Pendapatan 

Daerah; 
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  c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, 

keamanan dan keselamatan para pengguna 

jasa transportasi serta pengawasan dan 

pengamanan jalan agar dapat mencegah 

kelebihan muatan yang mengakibatkan 

kerusakan jalan sehingga perlu diambil 

langkah-langkah untuk menjaga ketertiban 

dalam penggunaan kendaraan bermotor; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c,  

perlu menetapkan Retribusi Izin Trayek 

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi 

Maluku dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Maluku; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 

tentang Pembentukan Daerah Swasantara 

Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, 

Tambahan Lembaran Nrgara Republik 

Indonesia 1617) jo. Undang-Undang 

Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 3890) jo. Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian 
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Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur 

dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi 

Maluku (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4350) jo Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Tual di Provinsi 

Maluku (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4747) jo Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Maluku Barat 

Daya di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4877) jo 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Buru 

Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4878); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 


